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In the legal system in Indonesia, victims of narcotics abuse are qualified as narcotics 
crimes as regulated in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics crime is 
seen as a form of crime that has serious consequences for the future of this nation, 
destroying life and the future, especially the younger generation. The purpose of this 
research is to find out how the protection and legal status of victims of narcotics abuse 
according to Law no. 35 of 2009. The type of research used is normative juridical. The 
conclusions of this study are: 1. The regulation of the position of victims of narcotics 
use in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, both addicts and narcotics abusers for 
themselves are also called victims of narcotics abuse, 2. Legal protection for victims of 
narcotics abuse according to Law no. 35 of 2009 as stated in Article 54 is given medical 
rehabilitation and social rehabilitation. 
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Dalam sistem hukum di Indonesia, Korban penyalahgunaan narkotika dikualifikasi 
sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang 
menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa 
depan terutama generasi muda. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana perlindungan dan kedudukan hukum terhadap korban 
penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009. Jenis penelitian yang 
digunakan yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Pengaturan 
kedudukan korban penggunaan narkotika di dalam di dalam UU No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika baik pecandu maupunpenyalah guna narkotika bagi diri sendiri 
disebut juga korban penyalahgunaan narkotika, 2. Perlindungan Hukum terhadap 
korban penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 54 adalah diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
 

I. PENDAHULUAN 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) 
dan bukan negara atas kekuasaan (machtsstaat), 
maka kedudukan hukum harus ditempatkan di 
atas segala-galanya, oleh karenanya negara mem-
punyai hak untuk memaksa diberlakukanya 
sanksi terhadap perbuatan yang melanggar 
hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh 
keputusan pengadilan yang mempunyai ke-
kuatan hukum tetap (Prasetyo, 2010). Sebagai 
suatu sistem, sistem peradilan pidana mem-
punyai komponen-komponen penyelenggara, 
antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 
Lembaga Pemasyarakatan yang semuanya akan 
saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerja 
sama yang terintegrasi, sistem peradilan harus 
melindungi semua orang dan keadilan ditujukan 
kepada orang yang terlanggar haknya dan orang 
yang disangka melanggar hukum pidana harus 
diperlakukan secara adil (Prasetyo, 2010), 
peradilan selama ini lebih mengutamakan 

perlindungan kepentingan pembuat kejahatan 
(offender centered), dilatarbelakangi oleh panda-
ngan bahwa sistem peradilan pidana diselengga-
rakan untuk mengadili tersangka dan bukan 
untuk melayani kepentingan korban kejahatan, 
alasan lain yang mendukung pandangan terseb-
ut antara lain kejahatan adalah melanggar kepen-
tingan publik, maka reaksi ter-hadap kejahatan 
menjadi monopoli negara sebagai representasi 
publik atau masyarakat, pandangan tersebut 
mendominasi praktik peradilan pidana, akibat-
nya orang yang melanggar haknya dan menderita 
akibat kejahatan di-abaikan oleh sistem pera-
dilan pidana (Prasetyo, 2010), sebagaimana yang 
telah diuraikan di atas bahwa negara mempunyai 
hak untuk memaksa diberlakukanya sanksi terh-
adap perbuatan yang melanggar hukum, dalam 
hal ini, salah satu perbuatan melanggar hukum 
yang dimaksud adalah penyalahgunaan nark-
otika. 

Narkotika memang sudah menjadi masalah 
yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan 
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bagi bangsa Indonesia yang bisa mengakibatkan 
hilangnya suatu generasi bangsa sehingga ke-
langsungan suatu negara pun terancam, 
Indonesia merupakan negara yang termasuk 
tinggi dalam hal penyalahgunaan narkotika, 
tingginya penyalahgunaan narkotika tersebut 
terus dimanfaatkan oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab baik dari dalam negeri mau-
pun dari luar negeri, penyebab dari masuknya 
narkotika ke Indonesia juga karena lemahnya 
penegakan hukum di Indonesia dan ada pe-
mikiran akan mudahnya menyuap oknum pene-
gak hukum. Sekarang ini peraturan perundang-
undangan terkait dengan narkotika di Indonesia 
antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 
tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 
1961 beserta Protokol yang Mengubahnya, 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan United Nations Convention Agains-
tillicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Subtances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Psikotropika, 1988), kemudian 
Indonesia me-ngeluarkan undang-undang untuk 
menanggula-ngi kejahatan narkotika di 
Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nar-
kotika, tujuan dari Undang-Undang tersebut 
adalah (a) menjamin ketersediaan Narkotika 
untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ 
atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; (b) mencegah, melindungi, dan me-
nyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalah-
gunaan Narkotika; (c) memberantas peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 
(d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi 
medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu 
narkotika. Tujuan tersebut menggambarkan dari 
sisi pencegahan bahwa pemerintah berupaya 
agar para pengguna narkotika sebagai akibat 
peredaran yang sangat tinggi di Indonesia di-
tempatkan sebagai korban dari peredaran 
narkotika, namun pada kenyataannya, pengguna 
narkotika tidak sama perlakuan hukumnya ada 
yang dipidana kurungan dan ada yang di-
rehabilitasi. Permasalahan sekarang ini adalah 
penangkapan tangan pengguna narkotika sebagai 
penyalahguna narkotika dipidana hukuman 
pidana penjara setelah memperoleh putusan 
yang tetap dari hakim, hal ini memang termasuk 
tahapan pemberantasan peredaran gelap nar-
kotika, namun tidak memberikan penurunan 
persentase peredaran narkotika di Indonesia, 
dibandingkan dengan tahapan pencegahan yang 

didahulukan misalnya jika tertangkap tangan 
sebagai pengguna narkotika tentunya dengan 
identifikasi dari pihak penegak hukum maka 
hakim langsung memberikan putusan bahwa 
pengguna narkotika langsung menjalani rehabi-
litasi. Pengguna narkotika yang menjalani 
rehabilitasi akan jauh lebih mudah dipantau dan 
diawasi, jika dibiarkan masuk penjara yang 
dikumpulkan dengan para pengguna dan 
pengedar narkotika, Maka akan semakin menjadi 
tinggi tingkat penyalahgunaan narkotikanya 
bahkan jika kehabisan uang akan menjadi 
pengedar narkotika. 

Untuk mengurangi terjadinya korban pe-
nyalahgunaan narkotika, keikutsertaan peranan 
semua pihak sangat diperlukan, lingkungan di 
rumah, di sekolah maupun di lingkungan 
masyarakat, korban penyalahgunaan narkotika 
tidak dapat diberantas, tetapi bisa diminimalisir 
melalui lingkungan terdekat yaitu keluarga, 
sekolah, dan masyarakat. Penyalahgunaan nar-
kotika menjadi ancaman serius bagi generasi 
muda karena kejahatan narkotika memiliki 
dampak yang luar biasa bagi generasi penerus 
bangsa, penyalahgunaan narkotika tidak dapat 
dibiarkan terus bertambah karena semakin 
bertambahnya penyalahgunaan narkotika secara 
langsung tidak hanya merusak kesehatan fisik 
dan psikis (mental) para pemakainya, tetapi juga 
memiliki dampak lain yaitu melambatnya 
perkembangan ekonomi dan menurunnya 
kemajuan sosial (Waluyo, 2018). Seperti yang 
telah disebutkan bahwa Negara Indonesiaa 
adalah negara hukum, hal terpenting dalam 
negara hukum adalah adanya penghargaan dan 
komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia 
serta jaminan semua warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum (equality of law), 
dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945 menegaskan “Segala warga negara ber-
samaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 
Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan 
hukum. 

Pada praktiknya, masih dirasakan adanya 
ketidakseimbangan dalam politik penegakan 
hukum di Indonesia, terutama dalam hal per-
lakuan terhadap pelaku dan korban tindak 
pidana, di dalam proses peradilan pidana se-
mestinya banyak pihak yang harus dilindungi 
kepentingannya, baik kepentingan pelaku tindak 
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pidana, kepentingan masyarakat dan/atau 
negara, maupun kepentingan korban, adanya 
ketidakseimbangan dalam perlindungan kepenti-
ngan masing-masing dikhawatirkan tujuan 
hukum, yaitu mendatangkan tata tertib dan 
kedamaian dalam masyarakat serta ter-
selesaikannya konflik menjadi semakin jauh, 
namun demikian Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan 
istilah pecandu dan penyalah guna narkotika 
dengan korban penyalahgunaan narkotika, 
pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 
merupakan pelaku yang harus menjalani rehabi-
litasi medis dan rehabilitasi sosial, sementara 
penyalah guna narkotika dapat dikenai hukuman 
pidana berupa penjara. Berdasarkan uraian yang 
di kemukakan di atas, dapat dirumuskan dua 
permasalahan, yang pertama, bagaimana per-
lindungan hukum korban tindak pidana 
narkotika dalam perspektif Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 
kedua, bagaimana kedudukan pengguna nar-
kotika dalam UU Narkotika, hal ini berpotensi 
membingungkan dan dapat menimbulkan 
ketidakjelasan dalam merumuskan berbagai ke-
tentuan dalam UU Narkotika maupun pada 
pelaksanaannya. Tujuan dari penulisan Artikel 
Ilmiah ini antara lain untuk mengetahui 
perlindungan dan kedudukan hukum terhadap 
korban penyalahgunaan narkotika menurut UU 
No. 35 Tahun 2009 sehingga diharapkan mampu 
mewujudkan keadilan, kepastian bagi semua 
pihak terutama pihak korban penyalahgunaan 
narkoba untuk dirinya sendiri. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Studi hukum ini menggunakan metode Yuridis 
Normatif yaitu suatu metode penelitian hukum 
yang menitikberatkan pada data kepustakaan 
atau data sekunder melalui asas-asas hukum, 
sesuai dengan metode pendekatan yang 
digunakan, maka kajian dilakukan terhadap 
norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam 
data sekunder dalam bahan hukum primer, 
sekunder, maupun tersier. Pada penelitian 
hukum normatif, bahan pustaka merupakan data 
dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai 
sebagai data sekunder, dengan demikian jenis 
data yang diperoleh adalah data sekunder, hal ini 
terjadi karena sifat dari penelitian yang 
dilakukan adalah berupa penelitian normatif, 
sehingga metode kepustakaanlah yang paling 
sesuai dengan sifat penelitian ini. 

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU N0. 
35 Tahun 2009 

Istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah 
katayang berasal dari bahasa Yunani yaitu 
“Narkoun” yang artinya membuat lumpuh 
atau mati rasa, berdasar Pasal 1 angka 1 UU 
No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika 
adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 
maupun semisintetis, yang dapat menyebab-
kan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai meng-
hilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongan-golongan sebagaimana terlampir 
dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, pada dasarnya, sifat umum dari 
penggunaan narkotika ada tiga, yaitu Depre-
san, Stimulan dan Halusinogen. Depresan 
adalah bersifat menekan sistem syaraf hingga 
pengguna narkoba jenis ini bisa tidak 
sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin 
melemah, sifat yang kedua adalahStimulan, 
yaitu bersifat memberikan rangsangan pada 
sistem syaraf sehingga memunculkan 
kebugaran yang berlebih dan memiliki 
kecenderungan untuk selalu segar dan fit 
pada saat menggunakan narkoba, misalnya 
penggunaan jenis shabu, yang ketiga adalah 
Halusinogen. Sifat dari narkoba ini adalah 
bersifat memunculkan angan-angan yang 
dipaksakan seolah-olah sesuai dengan ke-
nyataan walaupun hal itu tidak mungkin 
terjadi, contohnya penggunaan ekstasi. 

Dari ketiga sifat tersebut yang menjadi 
sasaran utama adalah sistem syaraf yang 
tentu akan merubah tingkat pemikiran 
maupun kesadaran seseorang, namun yang 
lebih fatal lagi bila disalahgunakan adalah 
mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh, 
mulai jantung, paru, hati dan ginjal. Jadi pada 
dasarnya yang diserang adalah fisik maupun 
psikologis seorang pengguna, permasalahan 
penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk 
dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat 
dari dikeluarkannnya Instruksi Presiden 
Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 
1971 kepada Kepala Badan Koordinasi 
Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggu-
langi enam permasalahan nasional yang 
menonjol, salah satunya adalah penanggu-
langan penyalahgunaan narkotika. Lambat 
laun penyalahgunaan narkotika menjadi 
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masalah yang serius, maka dari itu pada 
zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan 
regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1997 sebagaimana telah diubah 
menjadi UndangUndang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika. Permasalahan 
penyalahgunaan narkotika tidaklah terlepas 
dari faktor-faktor penyebabnya terjadi pe-
nyalahgunaan yang dapat dibagi menjadi 3 
(tiga) penyebab yaitu:  
1. Faktor individu: antara lain karena 

kepribadian lemah, mudah putus asa dan 
kecewa. Sebagai tempat pelarian untuk 
menghindar dari berbagai tekanan hidup. 
Dorongan ingin tahu dan ingin mencoba. 
Merasa tidak mendapat perhatian, tidak 
diterima dalam lingkungan keluarga atau 
lingkungan pergaulan.  

2. Faktor Zat dari narkotika itu sendiri yang 
dapat mengakibatkan ketergantungan.  

3. Faktor lingkungan, antara lain lingkungan 
keluarga yang tidak harmonis, dalam 
lingkungan keluarga ada yang menjadi 
penyalahguna atau pengedar gelap nar-
kortika. Maraknya tempat hiburan malam 
yang diduga sebagai tempat ber-
langsungannya transaksi narkotika dan 
mudahnya memperoleh narkotika, di 
samping ketiga faktor di atas, masih ada 
faktor-faktor lain yang menunjang 
terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu 
kondisi Indonesia yang rawan terhadap 
penanaman gelap ganja karena tanah dan 
iklimnya sangat cocok.  
 

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan 
dampak yang tidak baik, dampak bagi diri 
sendiri dalam pergaulan maupun bagi 
kesehatan diri, secara garis besar dampak 
penyalahgunaan nartkotika dapat dibagi 
menjadi 2 (dua) dampak yaitu:  
1. Dampak khusus penyalahgunaan, misalnya 

untuk penyalahgunaan ganja maka, dam-
pak fisik misalnya, radang paru-paru, sesak 
napas, menimbulkan penyakit kanker 
sedangkan dampak psikis antara lain 
perasaan tertekan, agresif, rasa gembira 
berlebihan, halusinasi, berkurangnya daya 
ingat, menurunnya kemampuan berpikir 
serta bersosialisasi.  

2. Dampak umum penyalahgunaan berupa 
dampak terhadap individu, terhadap 
orangtua dan keluarga serta terhadap 
masyarakat dan bangsa. Dampak terhadap 
individu yang fisik seperti keracunan, 
kerusakan otak, jantung, paru-paru, hati, 

ginjal, organ reproduksi sampai kepada 
kematian yang sia-sia sedangkan dampak 
psikisnya, mudah merasa cemas, gelisah, 
takut, curiga dan waspada berlebihan, 
paranoid, euphoria, agresif dan gangguan 
daya ingat. Dampak bagi keluarga, dapat 
menghancurkan ekonomi orang-tua karena 
untuk membeli narkotika membutuhkan 
biaya yang tidak sedikit, mengganggu 
ketentraman dalam kehidupan keluarga 
dan menimbulkan beban psikologis 
maupun sosial yang sangat berat bagi 
orang-tua dan keluarga. Sedangkan 
dampak bagi masyarakat dan bangsa yaitu 
menurunnya kualitas sumber daya 
manusia dan menambah beban negara 
untuk membiayai program penanggula-
ngan bahaya narkotika dan tentunya juga 
menimbulkan gangguan terhadap keter-
tiban maupun keamanan masyarakat dan 
bangsa. Karena permasalahan penyalah-
gunaan narkotika sudah menjadi masalah 
yang luar biasa, maka diperlukan upaya-
upaya yang luar biasa pula, tidak cukup 
penanganan permasalahan Narkotika ini 
hanya diperankan oleh para penegak 
hukum saja, tapi juga harus didukung 
peran serta dari seluruh elemen masyara-
kat. Kenyataan itulah yang menjadi latar 
belakang berdirinya Badan Narkotika 
Nasional (BNN). BNN pun gencar melaku-
kan upaya-upaya preventif dan represif 
untuk mewujudkan Indonesia yang bebas 
dari narkoba tahun 2015 yang merupakan 
target dari seluruh negara ASEAN.Upaya-
upaya itu meliputi penyelamatan para 
pengguna narkoba dengan cara rehabili-
tasi, dan memberantas para bandar, 
sindikat, dan memutus peredaran gelap 
narkotika.  

Tetapi itu tidak cukup, karena 
diperlukan pula upaya preventif berupa 
pencegahan agar tidak muncul pengguna/ 
pecandu narkotika yang baru, mengingat 
kata pepatah yang mengatakan, “lebih baik 
mencegah daripada mengobati”, pecandu 
dan korban penyalahgunaan narkotika saat 
ini tidak hanya ada pada kalangan yang 
cukup umur saja, bahkan padakalangan 
yang belum cukup umur, oleh karena itu 
diperlukan upaya pencegahan penyalah-
gunaan narkotika sejak dini. Korban 
penyalahgunaan adalah seseorang yang 
tidak sengaja menggunakan narkotika, 
karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, 
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dan/atau diancam untuk menggunakan 
narkotika, ancaman bahaya penyalah-
gunaan narkotika di Indonesia semakin 
meningkat dan mengarah pada generasi 
muda, sebenarnya narkotika merupakan 
suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat 
dan diperlukan untuk pengobatan penyakit 
tertentu. Akan tetapi penggunaan yang 
tidak sesuai dengan standar untuk peng-
obatan, akan menimbulkan kerugian bagi 
diri sendiri maupun masyarakat generasi 
muda pada umumnya, maka dari itu 
penyalahguna narkotika seharusnya di-
rehabilitasi. Dalam Undang-undang Narko-
tika telah diatur bagaimana pengaturan 
rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, 
penyalahguna dapat kita bedakan lagi 
menjadi pecandu dan korban penyalah-
guna narkotika, karena keduanya sama-
sama menggunakan narkotika tanpa hak 
dan melawan hukum, akan tetapi 
pengaturan terhadap penyalahguna ter-
sebut terkesan tumpang tindih.  

Terdapat sanksi pidana dan sanksi 
tindakan dalam satu Pasal terkait pe-
nyalahguna, peraturan tersebut diatur 
dalam Pasal 127, dimana ayat (1) tentang 
sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) 
tentang sanksi tindakan (rehabilitasi).   
Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, 
menentukan bahwa “Pecandu narkotika 
dan korban penyalahgunaan narkotika 
wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. ”Ketentuan ini diberikan 
penjelasannya, bahwa yang dimaksud 
dengan ‘korban penyalahgunaan narkotika’ 
adalah seseorang yang tidak sengaja 
menggunakan narkotika karena dibujuk, 
diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau 
diancam untuk menggunakan narkotika”, 
ntuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka 
mesti dikenakan Pasal 127 UU Narkotika 
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Pada Pasal 127 Ayat 1 disebutkan, setiap 
penyalahgunaan narkotika golongan I bagi 
diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun. Sedang-
kan, penyalahgunaan narkotika golongan II 
bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama dua tahun, dan 
penyalahgunaan narkotika golongan III 
bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lamasatutahun.Pada Pasal 
127 Ayat 3 dinyatakan, jika penyalahguna 
sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban 
penyalahgunaan narkotika, penyalahguna 
tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis 
dan rehabilitasisosial (UU No.35 Tahun 
2009). 

 
2. Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan 

Narkotika 
Banyak faktor yang mempengaruhi se-

seorang untuk menyalahgunakan narkotika, di 
antara faktor tersebut antara lain adalah: 
pertama adalah faktor individu, antara lain 
karena kepribadian lemah, mudah putus asa 
dan kecewa; kedua adalah faktor zat dari 
narkotika itu sendiri, yang dapat meng-
akibatkan ketergantungan; ketiga adalah 
faktor lingkungan, yakni lingkungan keluarga 
yang tidak harmonis. Berbicara mengenai 
upaya penanggulangan kejahatan atau tindak 
pidana narkotika yang tepat, maka cara 
pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada 
berbagai hal berkaitan dengan penyebab 
timbulnya kejahatan atau metode apa yang 
efektif dipergunakan dalam penanggulangan 
kejahatan tersebut. Namun, hal lain yang tidak 
kalah pentingnya untuk dipahami adalah 
masalah korban kejahatan itu sendiri, yang 
dalam keadaan tertentu dapat menjadi 
pemicu munculnya kejahatan dalam tindak 
pidana Narkotika tersebut. Cara pandang 
terhadap korban kejahatan dalam tindak 
pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari 
viktimologi, melalui viktimologi, kita dapat 
mengetahui berbagai aspek yang berkaitan 
dengan korban, seperti faktor penyebab 
munculnya kejahatan penyalahgunaan, 
bagaimana seseorang dapat menjadi korban 
penyalahgunaan, dan upaya mengurangi 
terjadinya korban kejahatan penyalahgunaan, 
serta hak dan kewajiban korban kejahatan 
dalam tindak pidana narkotika tersebut. 
Korban dalam lingkup viktimologi memiliki 
arti yang luas, karena tidak hanya terbatas 
pada individu yang secara nyata menderita 
kerugian tetapi juga kelompok, swasta 
maupun pemerintah, sedangkan yang 
dimaksud dengan akibat penimbulan korban 
adalah sikap atau tindakan terhadap korban 
dan/atau pihak pelaku serta mereka yang 
secara langsung atau tidak terlibat dalam 
terjadinya suatu kejahatan.  

Pentingnya korban kejahatan dalam tindak 
pidana narkotika memperoleh perhatian 
utama karena korban merupakan bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, dengan 
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kondisi semakin meningkatnya penyalahguna-
an narkotika, maka pemerintah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU 
Narkotika) gencar mengupayakan rehabilitasi 
bagi para penyalah guna dan pecandu 
narkotika, apabila dikatakan sebagai korban, 
maka sudah jelas bahwa seorang penyalah 
guna dan pecandu harus dijauhkan dari 
stigma pidana dan harus diberikan perawatan. 

Selain itu Mahkamah Agung dengan tolak 
ukur ketentuan pasal 103 UU Narkotika 
mengambil langkah untuk membangun para-
digma penghentian kriminalisasi (dekrimi-
nalisasi) terhadap pecandu narkotika dengan 
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu 
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi 
Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 
Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai 
dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi rehabilitasi, selain itu 
juga SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Penempatan Korban Penyalahgunaan Nar-
kotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis 
dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar 
pertimbangan bagi korban penyalahgunaan 
narkotika yang disebut dalam Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 
yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk 
menggunakan narkotika. Penentuan sanksi 
terhadap penyalah guna dan pecandu nar-
kotika apakah akan diterapkan sanksi pidana 
atau sanksi tindakan rehabilitasi berada di 
tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan 
UU Narkotika, hakim diberikan kewenangan 
untuk menentukan dan menjatuhkan pidana 
penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap 
pecandu narkotika tersebut, dengan kata lain, 
untuk menentukan apakah dalam menangani 
perkara pecandu narkotika itu hakim akan 
menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur 
mengenai sanksi pidana) atau menerapkan 
ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai 
sanksi tindakan “rehabilitasi”) adalah pada 
akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim 
apakah pelaku penyalahgunaan narkotika 
tersebut tepat untuk dikatakan sebagai 
pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih 
tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika yang harus 
dipidana penjara.  

Keputusan hakim tersebut harus didasar-
kan pada buktibukti, yakni didasarkan pada 

hasil keterangan laboratorium yang me-
nyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami 
ketergantungan terhadap narkotika sehingga 
memerlukan proses perawatan dan atau 
pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas 
rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan 
ketentuan undang-undang. Pengujian labo-
ratorium untuk menentukan seseorang 
merupakan pecandu dan/atau penyalah guna 
narkotika diatur dalam Peraturan Bersama 
Tahun 2014.17 Dalam Pasal 7 Ayat (3) 
Peraturan Bersama tersebut dinyatakan 
bahwa “Pelaksanaan rehabilitasi medis 
dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) di-
lakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim 
Asesmen Terpadu dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”.18 Adapun Tim Asesmen 
Terpadu tersebut ditentukan oleh Peraturan 
Bersama dalam Pasal 8 Ayat (3), yaitu terdiri 
dari (a) Tim Dokter yang meliputi Dokter dan 
Psikolog, dan (b) Tim Hukum terdiri dari 
unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan 
Kemenkumham. Berdasarkan aturan tersebut, 
berarti UU Narkotika di satu sisi menganggap 
pecandu narkotika (lihat Pasal 103) dan 
penyalah guna narkotika (lihat pasal 127) 
sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain 
mereka merupakan korban dari penyalah-
gunaan narkotika yang dilakukan orang lain. 
Namun demikian, ada ketentuan yang 
membuat penyalah guna dan pecandu tidak 
dituntut pidana, yaitu ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 128 Ayat (2) dan Ayat 
(3) sebagai berikut:  
1. Ayat (2): Pecandu Narkotika yang belum 

cukup umur dan telah dilaporkan oleh 
orang tua atau walinya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak 
dituntut pidana.  

2. Ayat (3): Pecandu Narkotika yang telah 
cukup umur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani 
rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa 
perawatan dokter di rumah sakit dan/atau 
lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk 
oleh pemerintah tidak dituntut pidana.  
 

Bukan hanya bagi penyalah guna dan 
pecandu yang dikenai kewajiban, orangtua 
atau wali dari pecandu Narkotika yang belum 
cukup umur pun dikenai kewajiban untuk 
melaporkan kepada pusat kesehatan masyara-
kat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabi-
litasi medis dan rehabilitasi sosial yang 
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ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan 
pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 
(Pasal 55 Ayat (1)), jika kewajiban ini 
dilanggar, orangtua atau wali dari pecandu 
yang belum cukup umur yang sengaja tidak 
melapor, dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 128). 
Pecandu narkotika yang sudah cukup umur 
wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh 
keluarganya kepada pusat kesehatan 
masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 
ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan 
pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 
(Pasal 55 Ayat (2)).Telah jelas bahwa bagi 
pecandu Narkotika dan korban penyalah-
gunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial (lihat ketentuan 
Pasal 54 dan 55). Rehabilitasi medis adalah 
suatu proses kegiatan pengobatan secara 
terpadu untuk membebaskan pecandu dari 
ketergantungan Narkotika 19Merujuk kepada 
ketentuan Pasal 56, rehabilitasi medis 
pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit 
yang ditunjuk oleh Menteri.  

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik 

dalam penelitian ini diantaranya: 1) Perlind-
ungan Hukum terhadap korban penyalahg-
unaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 
2009 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 
adalah diberikan rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial karena korban penyala-
hgunaan narkotika adalah seseorang yang 
tidak sengaja menggunakan narkotika karena 
dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau 
di-ancam untuk menggunakan narkotika. 
Pemberian Rehabilitasi ini juga ditegaskan 
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 
No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penya-
lahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan 
Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehab-
ilitasi. Kemudian pada tahun 2014 antara 
Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, 
MA, Kemen-sos, Kemenkes menandatangani 
Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang 
Rehabilitasi Pecandu Narkotika, 2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika membedakan istilah pecandu 
narkotika, penyalahgunaan narkotika bagi diri 
sendiri, dan korban penyalahgunaan narkoti-

ka. Mereka semua dapat dikategorikan 
sebagai orang yang menggunakan narkotika 
tanpa hak atau melawan hukum. Namun 
demikian, banyak ahli berpendapat bahwa 
sebenarnya mereka merupakan korban 
sindikat per-edaran dan perdagangan gelap 
narkotika. Selain itu, semangat yang 
terkandung dalam UU Narkotika juga sebe-
narnya secara jelas menyiratkan bahwa 
penyalah guna dan pecandu narkotika 
merupakan korban dari tindakan pidana 
orang lain berupa peredaran narkotika secara 
illegal. Karena itulah ketentuan dalam 
undang-undang tersebut menetapkan kewaji-
ban untuk menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika 
untuk diri sendiri, jika yang bersangkutan 
terbukti sebagai korban penyalahgunaan 
narkotika. 

 
B. Saran 

Pembahasan terkait penelitian ini masih 
sangat terbatas dan membutuhkan banyak 
masukan, saran untuk penulis selanjutnya 
adalah mengkaji lebih dalam dan secara 
komprehensif tentang Perlindungan dan 
Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan 
Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. 
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